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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 
PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

NOMOR 29 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
Menimbang      : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 

Anggaran 2019; 
 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana  
telah  diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore 
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 
 

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5049); 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5233); 
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5268); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55  Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4575); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4576); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4585); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4614); 

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  

20. Peraturan Daerah  Kota Tidore Kepulauan  Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 198); 

 

21. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 29 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Tahun 2019 Nomor 528); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE 
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan. 
2. Pemerintahan  Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.  
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4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan. 

5. Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah  rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah  yang selanjutnya 
disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpin. 

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
SKPD. 

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.  

14. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.  

15. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan 

yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, 
surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 
yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu 

periode. 
16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

18. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas  
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 
dan dana bagi hasil. 
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19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah. 
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah 

dan belanja daerah. 
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau penerimaan yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 
periode anggaran.  

 

 
BAB II 

Bagian Pertama  

Laporan Realisasi Anggaran 
 

Pasal 2 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019  terdiri dari: 

 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp. 67.775.406.786,00 
b. Dana Perimbangan Rp.   752.002.282.050,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.     94.408.604.271,00 

Jumlah Pendapatan    Rp.  914.186.293.107,00 
 

2.  Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung  
1) Belanja Pegawai   Rp.  302.066.313.891,00 

2) Belanja Bunga  Rp.                            0,00 
3) Belanja Subsidi  Rp.                            0,00 
4) Belanja Hibah  Rp.    29.359.866.330,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.         201.625.000,00 
6) Belanja Bagi Hasil  Rp.                            0,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.    103.844.874.288,00 
8) Belanja Tidak Terduga  Rp.        1.245.874.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp.   436.718.553.509,00 

 
b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai   Rp.     49.974.460.904,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.   219.718.772.512,00 
3) Belanja Modal  Rp.   196.597.221.969,00 

 Jumlah Belanja Langsung  Rp 466.290.455.385,00 
 Total Belanja Daerah  Rp.  903.009.008.894,00 
 Surplus Rp.      11.177.284.213,00 
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3.  Pembiayaan  

a. Penerimaan   Rp. 31.787.967.971,00 
b. Pengeluaran   Rp.       7.500.000.000,00 

    Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    24.287.967.971,00 
 

4.  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Rp. 

35.465.252.184,00 
 

Bagian Kedua 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 

 

Pasal  3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 
Pasal  4 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.  

 
Pasal  5 

 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini. 

 
Pasal 6 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Tidore Kepulauan. 
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     Ditetapkan di  Tidore  

     pada tanggal 28 Agustus 2020   
 

     WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,   

       

      Ttd 

 

     ALI IBRAHIM 

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal  28 Agustus 2020   

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 
Ttd  
 

 
KARTINI ELAKE  

 
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 573. 
 

 


